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PUTUSAN
Nomor 959 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara:
PT TRANS PASIFIC JAYA, berkedudukan di Jalan Cideng
Barat Nomor 59, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kristianto Latip,
sebagai Direktur, dalam hal memberi kuasa kepada Amor
Tampubolon, S.H, Advokat, yang berkantor di Grand Kebon
Sirih Lt. MZ, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 35, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
September 2018;
Pemohon Kasasi;

lawan

PT BARA ARTHA ENERGI, berkedudukan di Ruko Piazza
De Europa Nomor 10, Jalan Imam Bonjol, Lippo Karawaci,
Tangerang, Banten;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1.Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

3.Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiil Penggugat
berupa uang sebesar Rp182.570.000,00 (seratus delapan puluh dua juta

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
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4.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian imateriil sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5.Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan
membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat,
terhitung sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
6.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada
perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah memberikan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 23
Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1.Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janiji);

3.Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiil Penggugat
berupa uang sebesar Rp101.494.000,00 (seratus satu juta empat ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah);

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

5.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan
Putusan Nomor 347/PDT/2018/PT.DKI tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 diajukan permohonan kasasi
pada tanggal 17 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Kasasi Nomor 109/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST. juncto Nomor
370/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
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memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
347/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 13 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 23
Januari 2018, dan
Mengadili Sendiri:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul;
Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan
judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak
salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat dari PT Prolindo Cipta
Nusantara dan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah
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Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana, Desa Bunati, Penggugat
dapat membuktikan telah terjadi force majeur pada tanggal 19 Mei 2017
sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 yang mengakibatkan tidak dapat
dilakukan hauling (pengangkutan batu bara) pada waktu yang telah
ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan
Tergugat, yaitu pada tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei
2017, maka keadaan force majeur tersebut diluar kehendak siapapun, karena
itu Penggugat tidak dapat dinilai melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan judex factilPengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRANS PASIFIC JAYA,
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TRANS PASIFIC
JAYA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
| Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,
M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
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para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

| Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

TTMeterain............ Rp 6.000,00
2Redaks i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp484.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001
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